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BAB 1

STRUKTUR PEMERINTAHAN

A. PIMPINAN DAERAH

Berdasarkan kepada U.U. No. 5 tahun 1974 (LN No, 30 tahun 1974) tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah Ps. 13 dinyatakan bahwa (ayat 1 dan 2):

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dibentuk Sekretaris Daerah dan
Dinas-dinas Daerah.

Kemudian dalam pasal 22, mengenai hak wewenang dan kewajiban.
Ayat 1

Kepala Daerah menjalankan hak wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Daerah. .

Ayat 3

Dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah, Kepala Daerah ber-
kewajiban memberi keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila
diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun pengertian daerah Otonom atau Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwewenang dan berkewajiban meng-
atur dan mengurus rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dipimpin oleh Kepala Daerah (Tingkat I dan Tingkat II).
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Wilayah Administratif, atau wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah
yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah, dipimpin oleh
seorang Kepala Wilayah:

a. bagi Propinsi dan ibukota Negara disebut Gubernur.

b. bagi Kabupaten disebut Bupati.

c. bagi Kotamadya disebut Walikotamadya.

Berdasarkan azas desentralisasi dibentuk Daerah Otonom yang melanjutkan disebut
Daerah. Dalam Undang-undang dikenal adanya daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.
Sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi disebut Wilayah Admi-
nistratif, selanjutnya disebut wilayah.

Wilayah-wilayah disusun secara vertikal, dan merupakan lingkungan kerja perangkat
Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Maka selanjut-
nya Kepala Wilayah, Kepala Daerah disebut: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati
Kepala Daerah Tingkat II, dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Karena Undang-undang No. 5 tahun 1974 berlaku untuk semua daerah di Republik
Indonesia, tidak terkecuali Jambi, maka sebutan untuk Jambi sebagai berikut: Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan keterangan per-
tanggungan jawab. Jadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau hanya memberikan keterangan pertanggungan jawab.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bergerak di bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah bergerak di bidang Legislatif, sedangkan peraturan Daerah dibuat bersama.
Jadi antara dua unsur pemerintah daerah yang dimaksud, ada pembagian tugas.

Selain dari itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam kedudukannya selaku pe-
rangkat pemerintah Pusat, bertindak sebagai Koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal.

Adapun masalah-masalah seperti tersebut di bawah ini, langsung menjadi urusan Peme-
rintah Pusat, yaitu: Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, dan Moneter.

Jadi Kepala Wilayah dalam semua tingkat, sebagai wakil Pemerintah Pusat, adalah pe-
nguasa Tunggal,.di bidang Pemerintahan di Daerah, kecuali terhadap masalah yang tersebut
di atas, atau dapat juga disebut Penguasa Tunggal adalah Administrator Kemasyarakatan.

B. PERWAKILAN DAERAH

Kalau yang dimaksud dengan perwakilan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), maka Propinsi Jambi termasuk dalam DPRD yang anggotanya hanya
40 orang (minimum menurut peraturan), yakni setiap 100.000 penduduk satu orang wakil

dan sekurang-kurangnya 40 orang untuk daerah Tingkat I.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan U U No. 5 tahun 1974 adalah me-
rupakan unsur Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang Legislatif.
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Di Daerah Tingkat II dalam Propinsi Jambi hanya Kabupaten Tanjung Jabung yang
mempunyai Anggota DPRD ‘lebih dari 20 orang (21 orang) yaitu kekuatan minimum bagi
daerah Tingkat II.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen dari Jambi) ada 6 orang wakil, yaitu sesuai
dengan banyaknya daerah Tingkat II dalam Propinsi (wakil minimum bagi setiap Propinsi).

C. ADMINISTRASI DAERAH

JDalam daerah Tingkat I (Propinsi) Jambi ada 6 daerah Tingkat II, 37 Kecamatan dan
61 marga 15 Kemendapoan 28 Kampung dengan uraian sebagai berikut:

No. | Daerah Tingkat II Kecamatan Pemerintahan Desa Keterangan
1s Kotamadya Jambi 6 28 Kampung
2. Batang Hari 6 15 Marga

3. Tanjung Jabung 4 5 Marga

4. Sarolangun Bangko 9 27 Marga

5. Bungo Tebo 6 14 Marga

6. Kerinci 6 15 Mandapo

Jumlah 6 37 104

Pemerintahan Desa di sini berlaku 3 penyebutan yaitu Marga, Mendapo dan Kampung,
masing-masing Marga untuk Kabupaten Batang Hari, Tanjung Jabung, Sarolangun Bangko
dan Bungo Tebo. Mendapo untuk Kabupaten Kerinci. Kampung untuk Kotamadya Jambi
dengan derajat setingkat.

Marga, menadapo dan Kampung masing-masing terdiri dari beberapa dusun (desa),
Kecamatan membawahi beberapa marga, mendapo, kampung, dan seterusnya. Kecuali di
Tanjung sebagaimana terletak pada angka di atas, yaitu kecamatan 4 dan marga 5 buah
banyaknya. :

D. PENGADILAN DAERAH

Yang dimaksud dengan pengadilan daerah adalah Pengadilan yang berada di daerah,
jadi bukan pengadilan yang dibuat oleh daeran sendiri dan bukan pula berdiri sendiri.

Adapun jumlah pengadilan dalam Propinsi Jambi ada sebanyak 5 buah sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri Jambi, untuk Kotamadya Jambi dan Kabupaten Batang Hari
2. Pengadilan Negeri Sungai, untuk Kabupaten Kerinci
3. Pengadilan Kuala Tungkal, untuk Kabupaten Tanjung Jabung
4. Pengadilan Negeri Bangko, untuk Kabupaten Sarolangun Bangko.
5. Pengadilan Negeri Muara Bungo, untuk Kabupaten Bungo Tebo
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Pengadilan Negeri Jambi, terhitung Kategori kelas I dan selebihnya kelas II.
Kejaksaan

Berbeda dengan Pengadilan, maka kejaksaan terdiri dari 1 Kejaksaan Tinggi (kelas II)
dan 6 Kejaksaan Negeri sebagai berikut:
. Kejaksaan Tinggi Jambi (kelas II) di Jambi
; E{ejaksaan Negeri Jambi (kelas I) di Jambi
. Kejaksaan Negeri Kenali Asam (kelas IT) untuk Kabupaten Batang Hari
. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh (kelas IT) untuk Kabupaten Kerinci
. Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal (kelas IT) untuk Kabupaten Tanjung Jabung
. Kejaksaan Negeri Muaro Bungo, (kelas II) untuk Kabupaten Bungo Tebo
. Kejaksaan Negeri Bangko, (kelas II) untuk Kabupaten Sarolangun Bangko

1 O O W

Kemudian ada 4 Perwakilan Kejaksaan Negeri dan satu Pos sebagai berikut:
. Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangko di Sarolangun
. Perwakilan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal di Muara Sabak.
. Perwakilan Kejaksaan Negeri Muaro Bungo di Muaro Tebo
. Perwakilan Kejaksaan Negeri Kenali Asam di Muaro Tembesi
. Pos Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal di Nipah Panjang

O N =

Sedangkan Pengadilan Tinggi berada di Palembang. Pada zaman Belanda dahulu Pamong
Praja (Prajaksa) ikut menggarap suatu perkara di Pengadilan, tetapi pada masa sekarang
tidak.

E. PEMERINTAHAN DESA
1. Pemerintahan di zaman Sultan-sultan Islam

Pada zaman Sultan-sultan yang beragama Islam masih berkuasa di Jambi, atau kira-kira
sebelum tahun 1906, Jambi sudah mempunyai susunan Pemerintahan sendiri, yang sifat-
nya bisa disebut eferatif.

Jambi terbagi atas dua belas (12) daerah yang dinamakan Kalbu (Kerajaan nan dua
belas), sebagai berikut: a. Tujuh Koto Sembilan Koto, b. Petajin, c. Muaro Sebo, d. Jebus,
Air Hitam, f. Awin, g. Penangan, h. Kebalen, i. Mestong, j. Petakowan, dan k. Pemayung.

Setiap daerah dikepalai oleh seorang wakil Raja dengan gelar Temenggung semua yang
dijalankan dan diputuskan oleh Raja lebih dahulu harus bermusyawarah dengan kedua
belas wakil-wakil Raja tersebut dan raja mengepalai yang dimaksud.

Daerah Jambi yang tunduk di bawah kekuasaan Sultan tidak terbagi habis dalam dua-
belas kerajaan yang tersebut di atas, dan yang selebihnya langsung di bawah Raja, yang
sering disebut Batin. Bagi daerah yang disebut Batin ini berlaku apa yang disebut Jajah
turun serah naik, yang maksudnya yaitu Raja berkewajiban menyerahkan alat-alat perleng-
kapan berupa cangku, parang, tembilang, tajak, garam, kain, hitam, kain putih, (belacu)
kepada tiap-tiap kelamin yang akan memulai pekerjaannya. Kemudian setelah sampai
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waktunya 2 atau 3 tahun, maka anaknya yang menerima pemberian dari Raja tadi, harus
membayar kembali berupa satu suku emas, yang tunduk kepada aturan jajah turun serah
naik, yaitu: Hasil sawah ladang, Gunung Bukit, Tasik Tambang, dan Hutan Tanah.

Majelis Kerapatan kerajaan yang mengatur kebijaksanaan pemerintahan tingkat pusat
(Kerajaan) yang dibantu oleh:

a. Kuasa Patih dalam (beranggota 6 orang)

b. Kuasa Patih Luar (beranggota 6 orang)

Kemudian Kebijaksanaan diturunkan kepada:
c. Kuasa Batin (Jenang)
d. Kuasa Dusun (Penghulu)
e. Kuasa Tengganai.

Dan Tumenggung adalah sebagai Koordinator dari Penghulu dan Tengganai yang berada
dalam daerahnya.

Jenang, Penghulu dan Tengganai, di samping sebagai berikut:
a. Rantau berbatin (jenang)
b. Kampung bertuo
c. Rumah bertengganai
Dan sebagai kelanjutannya:
a. Rantau sekata batin (jenang)
b. Kampung sekata tuo
c. Rumabh sekata tengganai

Yang tegasnya adalah terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan agama,
dan mempelajari keputusan-keputusan kepala adat, apakah sesuai/tidak dengan peraturan
Agama (Islam), sebab di sini berlaku, adat bersendikan syara dan syara bersendikan Ki-
tabullah ).

Hukum-hukum adat yang dijalankan dan berpedoman kepada undang-undangan 8 adalah
sebagai berikut: a. Samun Sakai, b. Rebut Rampas, c. Sumbang Saleh, d. Maling Curi,
e. Tikam Bunuh, f. Upas Racun, g. Siur Bakai, dan h. Dago Dagi.

2. Pemerintahan Desa Di Zaman Setelah Sultan Islam

Staatblad Hindia Belanda 1938 Nomor 490. I G.O.B. (Inlandse Gemenante ordonantie
Buitengewesten) yaitu cara mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga negeri-
negeri di tanah seberang, menjadi aturan dan pegangan pada zaman itu.

a.Marga

Penggunaan istilah Marga timbul diperkirakan pada tahun 1906, yakni sejalan dengan
dikuasainya daerah Jambi oleh Pemerintah Hindia Belanda walaupun di sana-sini, masih
ada perlawanan terhadap penaklukan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah-
daerah administratif bagi daerah bawahan dengan kepala adatnya disebut Pasirah, dan
daerah hukumnya disebut Marga, yang kepalanya selanjutnya disebut Pasirah.
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b. Kepala Marga

Adapun tatacara adat yang berlaku pada zaman sultan masih boleh diteruskan, sepan-
jang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda, karena itu berlaku istilah marga
untuk Kabupaten Batang Hari, Bungo Tebo, Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung.
Mendapo untuk Kabupaten Kerinci, serta Kampung untuk Kotamadya Jambi. Marga dapat
digambarkan sebagai suatu distrik yang batas-batasnya telah ditentukan dengan tegas dan
merupakan suatu badan otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasirah adalah sebagai wakil Gubernur dan wakil rakyat di marganya.
c. Tugas Pasirah

1) Sebagai penyelenggara urusan rumah tangga daerah

2) Sebagai Alat Pemerintah Pusat (Propinsi) di Marganya
3) Mempunyai masalah-masalah dalam bidang adat

4) Tugas Kepolisian atau pembantu Jaksa

Pasirah memimpin permusyawaratan marga dengan anggota-anggota.
1) Kaum cerdik pandai yang terpandang dalam masyarakat.
2) Depati/Rio/Mangku
3) Alim Ulama
4) Yang dianggap perlu

Adapun masalah yang dimusyawarahkan macam-macam mulai dari persoalan-persoalan
adat sampai dengan masalah keuangan pokok-pokok dari yang kecil-kecil sampai yang besar-
besar menurut ukuran marga.

d. Sumber penghasilan marga

1) Penghasilan yang berdasarkan I G O B

a) Bunga Kayu

b) Bunga Pasir

¢) Uang Gardu

d) Sewa Kandang.
e) Lopak Lembung

2) Bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten.

a) Subsidi
b) Retribusi Karet

3) Pajak-pajak Marga
a) Pajak Balik Nama
b) Pajak yang ditetapkan marga sendiri, sepanjang tidek bertentangan dengan peratur-
an yang lebih tinggi
4) Restribusi Marga.
a) Sewa pasar los
b) Sewa pasar getah
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c) Balai Pengobatan
d) Sewa perkebunan
. e) Uang sekolah

e. Cara pemilihan

1)Pada zaman Sultan-sultan Islam masih berdaulat, yang diutamakan dan dipertamakan
adalah musyawarah, dan kemudian hasil musyawarah diteruskan kepada Sultan untuk men-
dapatkan pengukuhan (pengesahan) di samping itu unsur keturunan mempunyai arti yang
cukup menentukan dalam penetapan calon. Lain halnya dengan jabatan Temenggung dan
Jenang, yang karena merupakan wakil Raja (Sultan), langsung diangkat oleh raja (Sultan).

Pada zaman sekarang ini di Jambi masih ada istilah Temenggung dan Jenang. yaitu
Temenggung digunakan bagai gelar kepala Suku Anak dalam (Kubu) dan Jenang adalah
orang yang berasal dari suku kita. (Bukan dari Anak Dalam) yang tugasnya merupakan
penghubung antara kita dengan Suku Anak Dalam (Kubu).

Pengangkatan Temenggung berdasarkan musyawarah di antara unsur-unsur Anak Dalam
itu sendiri, dan biasanya siapa yang paling banyak menguasai adat dialah yang akan dipilih.
Sedangkan pengangkatan Jenang harus mendapat persetujuan dari suku Anak Dalam itu
terlebih dahulu.

Kehidupan Suku Anak Dalam, sangat menarik untuk dipelajari, karena banyak betul
hal-hal tradisional yang ditonjolkan dalam segala aspek kehidupan.

2) Pada zaman sesudah pemerintahan Sultan-sultan Islam, Residen dapat membuat per-
aturan-peraturan tentang pemilihan, penunjukan dan pemberhentian kepala Negeri dan
Kepala-kepala Rakyat bawahan lainnya, dengan berpedoman kepada hukum-hukum adat
setempat. (I.G O B ) Pasal 2.

Di sini terlihat mulai direnggangkannya keakraban‘dalam musyawarah, yang mana hal
ini adalah penting untuk menjaga keamanan bersama bagi penjajahan. Di Marga diadakan
Dewan Perwakilan Marga (Negeri) dan Pasirah adalah Ketua dan Anggotanya, dan pada
dewasa ini sudah tidak ada lagi.

Adapun peraturan-peraturan selanjutnya dikeluarkan pada zaman Republik, pada po-
koknya masih sejalan dengan I-G.O B. tahun 1938, dan sampai saat kita masih menunggu
undang-undang pemerintahan Desa.

3) Pemerintahan Kecamatan

Camat pada setiap kecamatan merupakan koordinator bagi marga-marga (Mendapo)
Kampung, dan dalam Propinsi Jambi ada 37 Kecamatan dengan 98 Marga/Mendapo/Kam-
pung.
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BAB 1I

HUKUM ADAT

Dalam uraian sebelumnya sudah disinggung bahwa daerah Jambi ini hukum adatnya
terbagi atas dua kekubuhan hukum adat (rechtegouwen), yaitu lingkungan hukum adat
Kerinci/Batin dan lingkungan hukum adat orang Melayu Jambi. Lingkungan hukum adat
Kerinci/Batin meliputi daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko)
daerah Muaro Bungo dan sedikit daerah Kabupaten Batang Hari. Lingkungan Hukum Adat
orang Melayu Jambi meliputi daerah: Muaro Tebo, dalam Kabupaten Bungo Tebo, Kabu-
paten Batang Hari, Kotamadya Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung.

Adanya dua buah lingkungan hukum adat ini mempunyai latar belakang sejarah yang
panjang sekali. Hal ini sudah diuraikan pada bagian yang menerangkan sejarah. Dulu sebelum
kedatangan penjajahan Belanda ke daerah ini, pada daerah lingkungan hukum adat orang
Melayu Jambi berdiri sebuah Negara yang bernama Kesultanan Jambi, dan pada daerah
lingkungan hukum adat orang Kerinci dan Batin berkuasa Negara Depati IV Alam Kerinci.
Sejarah dua buah ini berjalan berabad-abad lamanya sehingga menimbulkan dua buah hu-
kum adat yang berbeda-beda.

Tetapi karena kedua negara ini letaknya berdekatan, bahkan berbatas wilayah, maka
‘kedua negara ini sejak dari dahulu kala selalu bersahabat, dan mengadakan perhubungan.
Akibat hal ini tentu saja satu dan lainnya selalu saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga
memperkecil perbedaan-perbedaan tersebut. Walaupun demikian perbedaan hukum adatnya
masih tetap kelihatan. Hal ini akan kelihatan pada pembahasan mengenai hukum tanah,
hubungan kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum pelanggaran seperti
di bawah ini.

A. HUKUM TANAH
Seluruh daerah Propinsi Jambi tanahnya takluk di bawah hukum adat. Terhadapnya
berlaku pula Undang-undang Pokok Agraria sebagai hukum Nasional. Undang-undang

Pokok Agraria ini terasa berjalannya pada daerah kota-kota, sedangkan di pedesaan lebih
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terasa berjalannya hukum adat mengenai tanah. Kebanyakan rakyat yang awam belum
mengenal ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pokok Agraria itu.
Tetapi mereka dapat mengenal hukum adat mereka.

Pada marga-marga yang didiami oleh Orang-orang Melayu hak ulayat atau hak pertuanan
atas tanah dipegang oleh Marga yang bersangkutan. Margalah sebagai persekutuan hukum
yang menguasai dan mengatur segala mengenai tanah, yang memegang hak ulayat yang ber-
laku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar, pada prinsipnya yang bukan warga persekutuan
tidak diperbolehkan turut mengenyam dan menggarap tanah yang merupakan wilayah ke-
kuasaan persekutuan hukum itu. Hanya dengan seizin persekutuan dan setelah membayar
uang adat, orang luar yang bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk
turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan hukum sebagai suatu kebulatan, yang
berarti semua warga persekutuan hukum bersama-sama sebagai suatu kesatuan melakukan
hak ulayatnya dimaksud dengan meneliti hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tum-
buhan dan binatang liar. Warga persekutuan dapat saja mengenyam dan menggarap tanah
wilayah mereka, tanpa mengisi uang adat, asal saja prosedur yang berlaku mengenai per-
olehan tanah oleh wai'ga persekutuan dijalankan. v

Untuk berlaku di dalam, warga telah menunjuk pemangku adat pada dusun-dusun dan
kampung-kampung untuk mengawasi pelaksanaan hukum tentang tanah dan hukum per-
janjiannya di mana di dalamnya tanah tersangkut. Biasanya diserahkan kepada Depati,
ric, mangku dan ninik mamak yang lain. Dengan demikian pemakaian dan pemilihan-atas
tanah menjadi tertib. Warga persekutuan dapat saja mengambil tanah, asal tidak merugikan
kepentingan umum dari marga, dusun dan kampung, serta anggota persekutuan yang lain-
nya. Anggota persekutuan dapat pula mengambil begitu saja hasil hutan seperti: buah-
buahan, kayu, rotan, getah perca, ambalau, dan binatang-binatang yang ada dalam hutan
tersebut dan lain-lain. Mereka dapat mengambil hasil dari sungai-sungai, danau dan lautan.
Hasil ini berupa pasir, batu-batu, ikan dan segala kekayaan alam yang ada dalam bumi.

Bagi orang yang bukan warga persekutuan itu pengambilan dan pemilihan seperti yang
tersebut di atas haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada marga. Setelah mereka men-
dapat izin mereka dimestikan membayar uang adat yang disebut: “’Pancung Alas”. Biasanya
pancung alas ini besarnya sepuluh persen (10%) dari hasil yang diambil. Pancung alas untuk
hasil hutan disebut Bungae kayu’’, untuk hasil sungai, laut, danau disebut “’Bungae pasir’.

Pada daerah mendapo di Kerinci dan marga dari orang Batin, hak ulayat atas tanah
itu dipegang oleh dusun. Dusun memegang hak ulayat, sedangkan mendapo dan marga di
atas memegang hak gabungan ulayat. Jadi di sini terdapat hak atas tanah ulayat yang ber-
lapis-lapis. Karena dusun yang memegang hak ulayat, maka dusun memegang hak ulayat
yang berlaku ke dalam dan ke luar itu. Hal-hal lain seperti tersebut di atas juga berlaku di
daerah ini. Hanya pelaksanaannya dipegang oleh pemangku adat dalam dusun.

Hal hukum tanah yang lainnya seperti perjanjian tentang tanah atau transaksi tanah dan
perjanjian lainnya di mana dalamnya tersangkut tanah, atau transaksi yang ada hubungan
ini. Keadaan kedua bentuk perjanjian itu sama saja dengan yang umumnya berlaku di Indo-
nesia. Bentuk yang terjadi di sini hampir-hampir tidak ada bedanya dengan di tempat lain.
Kadang-kadang terdapat perbedaan dalam istilah saja, yang disebut dengan bahasa daerah
ini.
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Perjanjian tentang tanah atau transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak
seperti: pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan hukum.
Dalam perkembangan daerah sekarang ini kedua hal tersebut banyak terjadi. Orang sekarang
acapkali melakukan suatu pendirian suatu desa baru. Penduduk suatu desa pindah ke tempat
yang jauh dari desanya dan di sana lalu membuat desa baru. Pada mulanya desa baru ini
masih berada di bawah naungan desa lama, kemudian lama-kelamaan lalu melepaskan diri
dan berdiri sendiri sebagai desa baru. Dalam perkembangan negara sekarang ini timbul
pula desa baru yang dibuka oleh transmigrasi yang berasal dari luar daerah ini, baik yang di-
bina oleh pemerintah kita, maupun yang datang secara spontan.

Transmigrasi spontan ini banyak sekali terjadi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung,
yang dilakukan oleh orang Bugis dan Banjar. Mereka di sini melakukan pertanian pada
daerah pasang surut. Yang diusahakan adalah sawah pasang surut dan penanaman kebun
kelapa. Dengan demikian di sini timbul berpuluh-puluh desa baru. Transmigrasi yang dibina
oleh pemerintah R.I. adalah di daerah Rantau Rasau dalam Kabupaten ini jﬁga. Ke Rantau
Rasau ini didatangkan para transmigrasi dari Pulau Jawa. Di sini pun menimbulkan beberapa
desa baru. Selain dari pendirian desa ini di seluruh daerah banyak terdapat pembukaan
tanah oleh seorang warga persekutuan hukum. Cara dan prosedur pembukaan tanah itu
sama dengan yang terdapat di daerah lain.

Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak banyak sekali terjadi. Ke-
banyakan adalah: jual gadai, jual lepas, pemberian tanah, penghibahan tanah. Yang sering
benar terjadi adalah jual gadai, jual lepas, sedang yang lainnya jarang kejadian. Cara dan
prosedur pelaksanaannya juga hampir sama dengan yang umum terjadi di Indonesia.

Selanjutnya berkenaan dengan perjanjian-perjanjian lainnya di mana di dalamnya tanah
tersangkut atau perjanjian-perjanjian yang bersangkut paut dengan tanah atau transaksi
yang ada hubungannya dengan tanah, yang mana dalam transaksi ini obyeknya bukan tanah,
tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah, seperti perjanjian paruh hasil tanam yang
di daerah ini disebut dengan duon (separuh lawan separuh), nigo (satu lawan dua) dan
ampai (satu lawan tiga) sewa tanah (nyasih), tanggungan, memberikan tanah untuk di-
pakai. Sedangkan masalah penumpang rumah dan penumpang pekarangan tidak ada ter-
dapat di daerah ini. Mungkin hal ini disebabkan masih banyak tanah-tanah yang kosong
di daerah ini.

Pada daerah-daerah yang penduduknya sudah ramai, sedang sawahnya kurang, maka
perjanjian paruh hasil ini biasanya duon (separuh lawan separuh) seperti terdapat sekitar
kota Sungai Penuh dan Muaro Bungo. Sedang pada daerah yang kurang penduduknya
dan sawah luas maka terjadi nigo (satu lawan dua) dan sampai (satu lawan tiga). Di samping
hal seperti ini banyak terdapat sewa tanah (nyasih) itu, sedang yang lain-lainnya jarang
terjadi.

B. HUBUNGAN KEKERABATAN
Sebelum ini sudah sering disinggung mengenai masalah hubungan kekerabatan. Bentuk
hubungan kekerabatan di sini terdapat dua macam, walaupun pada dasar kedua bentuk itu

adalah bilateral, t"etapi antara satu dengan lainnya terdapat variasi. Hal ini diakibatkan ling-
kungan hukum adat dan sejarah pada masa silam yang berlainan. Pada orang Melayu Jambi
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terdapat susunan bilateral dengan keluarga batih, dan pada orang Kerinci. Batin dijumpai
susunan bilateral dengan kesan yang sangat dari masyarakat matrilineal pada masa. yang
silam.

Pada daerah Orang Melayu Jambi, sebagai akibat dari suatu perkawinan terjadi suatu
kelompok sosial yang kecil yang disebut kelamin (keluarga). Sesudah kawin, maka keluarga
batih ini-pada mulanya menumpang di rumah pihak yang laki-laki. Adat menetap mereka
sesudah kawin adalah verilokal (patrilokal). Adat menetap ini menentukan bahwa pengantin
baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat si suami, biasanya di rumah orang tua
(bapak) si suami. Lama menetap di rumah orang tua ini sampai keluarga baru ini dapat mem-
buat rumah baru. Jadi sipatnya adalah sementara.

Dengan bertambahnya keluarga baru di rumah orang tua, maka rumah tangga itu men-
jadi lebih luas, karena bertambah anggota-anggotanya. Untuk sementara keluarga baru itu
tetap satu dapur orang tuanya. Kelompok ini masih merupakan kesatuan dalam mengurus
ekonomi rumah tangga mereka. Biasanya yang memegang peranan dalam hal ini adalah
orang tua mereka. Jika orang tua mereka sebagai pemegang peranan, maka keluarga baru
itu selalu bertindak sebagai pembantu dalam ekonomi rumah tangga.

Dalam hubungan sosial di daerah ini adakalanya seseorang harus mendapat bantuan
dari orang lain yang merupakan keluarga dekatnya. Biasanya yang membantunya adalah
tengganai. Yang menjadi tengganai adalah seorang laki-laki saudara bapaknya atau nenek
laki-lakinya. Tengganai ini banyak memainkan peranan terhadap seseorang yang ditengganai-
nya, seperti pada waktu perkawinan, upacara selamatan, pada waktu menyelesaikan sesuatu
persengketaan dan lain-lainnya. Dari adanya peranan tengganai ini dapat kita lihat kesan,
bahwa dahulu daerah ini hubungan kekerabatannya berada dalam kelompok-kelompok
kekerabatan yang lebih besar. Tetapi sekarang sudah menjauh atau berobah menjadi bentuk
kekerabatan yang berkecil sekali, yang disebut dengan batih (Nu olear family). Karena
tengganai adalah di pihak bapak, maka kelihatan kesan masyarakat susunan kebapaan
(patrilineal). Tetapi mungkin juga hal ini karena pengaruh hukum Islam. Sebab di daerah
ini hukum Islam banyak sekali mempengaruﬁi hukum adat, terutama dalam hukum per-
kawinan.

Pada Orang Kerinci dan Batin hubungan kekerabatannya masih berada dalam kelompok-
kelompok kekerabatan yang lebih besar. Dulu oleh Mr. B. Ter Haar Ban dalam bukunya
“’Beginselen en stel sel van bet adatreacht’ halaman 35 disebutkan dengan cara ragu-ragu,
bahwa susunan masyarakat yang bersifat kelompok-kelompok genalogis pada orang Kerinci
dan Batin adalah matrilineal. Pada waktu sekarang keadaan ini sudah berobah ke arah bila-
teral. Tentu saja bilateralnya sekarang ini mempunyai kesan yang sangat nyata dari matri-
linealnya pada saat silam.

Mereka sudah memandang sama tinggi tiap-tiap orang yang menurunkan mereka. Tiap-
tiap para pengundang darah dari ego, dipandang oleh ego sekarang ini sama kedudukannya,
baik di pihak ibu maupun di pihak bapak. Dalam lalu lintas perkawinan tidak ada lagi la-
rangan ke dalam (endogame), dan bahkan perkawinan yang demikian ini yang dianggap
kawin yang ideal dalam masyarakat (marriage preference). Keharusan kawin ke luar (exo-
gami) kelompok sudah lama sekali hilang. Dalam pewarisan harta, baik harta pusaka maupun
harta pencaharian semuanya diturunkan kepada anak-anak. Anak-anak adalah penerima
waris satu-satunya, kecuali jika anak tidak ada.
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Kesan matrilineal ini, karena masih adanya beberapa kelompok masyarakat yang disebut
furah (kampung), kelebu (tuboh) dan perut (piak) pada beberapa daerah di sini. Tetapi pada
beberapa daerah keadaan ini sudah lenyap, seperti yang terdapat di semua dusun dalam
Mendapo Lempur, Mendapo Lolo, di Pulau Sangkar. Pondok dan lain-lainnya. Di daerah
ini tidak ada lagi kelompok bergaris ibu, dan semua rakyat sudah bermasyarakat bilateral
penuh.

Tetapi pada beberapa daerah lain terdapat gerombolan genealogis yang berhukum ibu,
seperti lurah, kalebu (tuboh), dan perut (piak). Ini semua merupakan peninggalan dari
masa silam, yang bentuknya sekarang banyak sekali berubah. Perubahan ini membawa
mereka kepada masyarakat bilateral, yang mereka sendiri lukiskan dengan pepatahnya
”QOrang tuo yang berduo, nenek yang berempat, moyang yang delapan” itu. Lurah kalebu
dan perut ini terutarna mereka buat untuk menentukan penguasa mereka yang duduk dalam
pemerintahan desa. Sebagai diketahui bahwa lurah (kampung) dikepalai oleh Depati, kalebu
oleh ninik mamak seperti Rio, mangku, ngabi dan lain-lainnya dan perut oleh tenggenai.

Hubungan anggota kekerabatan satu sama lain di sini sangat erat. Mereka selalu kenal-
mengenal satu sama lain. Kepentingan bersama sangat diutamakan, kadang-kadang lebih di-
pentingkan dari kepentingan individu. Kebanyakan kepentingan bersama dilakukan secara
gotong-royong, dan kepentingan individu secara tolong menolong. Tolong menolong ini
diatur sedemikian rupa, sehingga terdapat jadwal pergantian dan pergiliran yang teratur.

Tolong menolong ini terutama dilakukan dalam bidang perekonomian, seperti pada me-
' ngerjakan sawa ladang. Gotong royong dilakukan pada memperluas dan memperbaiki kam-
pung atau dusun, pembuatan jalan-jalan raya. Jembatan, tanah lapang, bangunan umum
seperti Sekolah Dasar, Madrasah, kantor desa, balai adat dan lain-lain dan bahkan pada men-
dirikan rumah individu sendiri.

C. HUKUM PERKAWINAN

Seperti pada kebanyakan hukum adat di Indonesia, maka daerah ini berlaku juga
hal yang sama, bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan
masyarakat dan urusan pribadi sendiri. Tentu saja masing-masing dalam hubungan vang ber-
beda-beda. Masing-masing mereka berkepentingan, dan karenanya ikut serta dalam me-
nyelenggarakan terjadinya perkawinan warga masyarakatnya. Dengan demikian suatu per-
kawinan itu senantiasa menjadi urusan dari masyarakat dan pribadi yang bersangkutan.

Menurut cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan, maka dalam Kabupaten Kerinci
hanya terdapat perkawinan pinang (zoek huwelijk). Perkawinan hanya dapat dilakukan
dengan cara pihak lelaki melamar (nyasad) pihak perempuan. Nyasad ini lazimnya dilaku-
kan oleh seorang atau beberapa utusan yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Utusan ini
biasanya adalah keluarga dekat dari pihak laki-laki. Kebanyakan sudah berumur, dan banyak
pengalaman dalam persoalan ini.

Perutusan inilah yang mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan pihak perem-
puan. Menurut hukum adat claerah ini yang melamar (nyasad) mesti pihak laki-laki. Mereka
mengatakan sigai nalah enais (tangga mencari pohon enau). Apabila sudah terdapat per-
setujuan, maka kedua belah pihak menetapkan hari diadakannya upacara pertunangan.
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Pada upacara ini masing-masing pihak memberi petaruh pertunangan (verlovingspand),
yang disebut dengan peletak.

Pada hari yang ditentukan diikatkan suatu janji pertunangan. Masing-masing pihak mem-
berikan peletak kepada yang lainnya, juga ditentukan hari perkawinan diadakan. Kadang-
kadang dibicarakan pula berapa K besarnya uang adat yang disebut ’Seko’’ penganten pe-
rempuan (munting batino). Turut dibicarakan pula berapa uang maharnya. Berapa besarnya
kenduri perkawinan (walimatul ursy) yang akan diadakan. Berkenaan dengan biaya kenduri
perkawinan biasanya sudah ada ketentuan adat istiadat, yang mana yang menjadi tanggung-
an pihak laki-laki dan yang mana yang merupakan kewajiban dari pihak perempuan. Setelah
persetujuan ini disepakati semua, dan peletak sudah diterima oleh pihak, maka resmilah
pertunangan tersebut.

Perkawinan pinang ini selalu didahului oleh masa pertunangan-pertunangan ini ber-
masud:
1. untuk mengikat kedua belah pihak supaya melakukan perkawinan.
2. menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat dilaksanakan menurut waktu yang
sudah ditentukan.
3. membatasi pergaulan pihak-pihak yang bertunangan dengan pihak lain dalam pergaulan
~ muda-mudi.
4. memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga
nanti dapat diharapkan suatu pasangan yang harmonis dalam perkawinan.

Tetapi walaupun demikian pertunangan dapat juga dibatalkan, dengan berakibat peletak
menjadi hilang dan kadang-kadang ditambah dengan ganti kerugian kepada pihak lain.

Setelah sampai pada masa yang dijanjikan, maka diadakanlah perjanjian. Pada perkawin-
an ini dibayarlah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan uang adat (Seko) dan uang
mahar, dan dilakukan akad nikah. Kemudian lalu diadakan kenduri atau selamatan (wali-
matul ursy) dengan mengundang warga kerabat dan kampung. Biaya kenduri ini biasanya
ditanggung oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan yang sudah ditentukan adat.

Di luar Kabupaten Kerinci, yaitu dalam Kabupaten: Batang Hari Kotamadya Jambi,
Tanjung Jabung, Bungo Tebo dan Sarolangun Bangko (Sarko) selain dari perkawinan pinang,
terdapat pula kawin lari bersama (Wegloophuweljk). Tetapi perkawinan yang seperti ini
jarang sekali terjadi. Berkenaan dengan perkawinan bawa lari (schaakhuweljk) belum pernah
kita lihat ada terjadi di daerah ini. Yang ada terjadi hanya kawin lari bersama saja. Sebagai

suatu cara bagi penganten laki-laki dan perempuan untuk mengatasi hambatan atas maksud
mereka untuk kawin. :

Bekal sejodoh lari bersama-sama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara
resmi kepada suatu tempat tertentu yang tidak diganggu gugat. Tempat-tempat itu adalah
rumah Kepala Adat dan Kepala Agama setempat, yang oleh hukum adat sudah mendapat
perlindungan. Maksudnya ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan-keharus-
an sebagai akibat perkawinan pinang. Lebih-lebih untuk menghindarkan diri dari rintangan-
rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara. Mengenai perkawinan lari bersama ini
sering juga terjadi.
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Apabila hal ini terjadi, maka biasanya untuk keharmonisan keluarga kedua belah pihak,
maka oleh orang tengah (pendamai) atau salah satu pihak lalu diadakan pendekatan. Se-
sudah didapat perlindungan yang. baik, biasanya perkawinan ini diresmikan dengan suatu
perhelatan, kadang perhelatan itu dilakukan sama hebat dengan perkawinan dengan pinang.

D. HUKUM PEWARISAN

Dalam hukum Pewarisan ini di Jambi terdapat dua cara. Hal ini adalah pengaruh dari
dua buah hukum adat yang berbeda. Pada kekubukan hukum adat Kerinci dan Batin ter-
dapat hukum pewarisan yang semata-mata berdasar hukum adat mereka.

Di daerah kukuban hukum adat Jambi, yang merupakan bekas daerah kesultanan Jambi
dulu, yaitu daerah Muaro Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kotamadya Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung berlaku hukum pewarisan menurut hukum Islam, yaitu faraid. Tetapi
karena kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan banyak dipengaruhi oleh hukum adat,
maka hukum pewarisan yang memakai hukum faraid (Islam) itu ada juga dipengaruhi se-
dikit di sana sini hukum adat.

Berhubung pada kekubukan hukum Jambi memakai hukum Islam (Al Faraid) dalam
hukum pewarisan, maka dewasa ini tidak perlu mengatakan persoalan tersebut di sini.
Jika ingin mengetahui ini cukuplah dibaca buku pelajaran yang berkenaan dengan hukum
faraid itu. Tetapi pada daerah yang didiami oleh orang Kerinci dan orang Batin hukum adat
kewarisannya adalah hukum adat mereka. Hal ini dirasa sangat perlu mendapat perhatian.
Karenanya perlu dikemukakan uraian mengenai ini.

Sebagai sudah dikemukakan sebelum ini bahwa orang Kerinci dan orang Batin itu adalah
sosial dan seketurunan. Mereka itu termasuk dalam satu suku bangsa raja. Kebudayaan
mereka adalah sama dan tidak berbeda. Demikian pula halnya dalam hukum adat mengenai
hukum pewarisan ini.

Masyarakat Kerinci dan Orang Batin adalah bilateral, sistem kewarisan mereka adalah
individuil. Harta warisan dibagi benar-benar pemilikannya, sehingga sesudah pembahagian-
pembahagian itu ahli waris yang bersangkutan menjadi pemilik mutlak, dengan pengertian
mereka boleh bebas mengalihkan haknya atas barang-barang yang mereka warisi kepada
orang-oréng lain.

Mana kala si pewaris mempunyai anak 7 orang, maka kalau dia meninggal dunia, maka
masing-masing anak memperoleh 1/7 dari harta warisan, dengan tidak membedakan apakah
anak itu laki-laki atau perempuan. Masing-masing mereka memperoleh bahagian yang sama.
Dalam kasus-kasus yang rumit, maka orang di daerah ini membeda-bedakan asal dari harta
warisan itu. Pada garis besarnya orang menggolongkan harta itu atas empat kumpulan,
yaitu:

1. harta pusako.

2. harta pencarian

3. harta depat

4. harta pembawo.
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Yang dimaksud dengan harta pusako adalah harta yang diperoleh dari beberapa angkatan
(generasi) yang akan diturunkan kepada ahli waris yang berhak. Harta pencarin adalah harta
kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan, yang didapat oleh suami
istri dengan usaha bersama. Harta dapat adalah harta yang diperoleh oleh seorang wanita
yang sebelum perkawinan atas usaha keringat sendiri. Sedangkan harta pembawo adalah
harta kekayaan yang diperoleh oleh seorang pria sebelum masa perkawinan atas usaha ke-
ringat sendiri.

Apabila seorang kawan nikah ditinggal mati oleh kawan nikahnya yang lain, maka se-
bagai jaminan hidup dia dapat memegang seluruh harta-harta tersebut di atas itu. Baru se-
sudah dia meninggal maka seluruh harta itu dibagi habis menurut jumlah anak, dan masing-
masing mendapat separo jumlah anak dari harta itu. Tetapi manakala dari perkawinan itu
tidak terdapat anak, maka si janda atau si duda hanya mendapat seperdua dari harta penca-
rin, dan memperoleh kembali harta pusaka, harta dapat atau pembawa yang dia bawa ke
dalam perkawinan dulu. Sedang yang lebihnya diserahkan kepada kaum kerabat dari yang
meninggal.

E. HUKUM PELANGGARAN (DELICT)

Dahulu sebelum kedatangan penjajahan Belanda ke daerah ini hukum pelanggaran atau
hukum adat delict berlaku seluruhnya. Segala sesuatu perkara pidana diatur oleh hukum
adat delict dan diputus oleh peradilan adat, yang hakim-hakimnya berasal dari pemangku
dan penguasa adat itu sendiri. Tetapi setelah datang pemerintah penjajahan Belanda, maka
banyak dari perkara pidana itu tidak lagi tunduk di bawah hukum adat, melainkan takluk
di bawah hukum baru yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukum delict yang
baru itu tersimpul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K U H P.). Hanya seba-
haian kecil saja lagi perkara pidana itu yang masih berada di bawah perlakuan hukum adat.

Akibat hal di atas ini, maka peérkara delict adat itu sekarang sudah menjadi dua macam
sifatnya, yaitu:

1. delik yang melulu delik adat.

2. delik yang di samping delik adat, juga bersifat delik menurut K U H P.

Di samping kedua delik ini, masih adalagi delik lain, yang mungkin delik ini sudah ter-
masuk ke dalam delik yang di samping delik adat, juga bersifat delik menurut K U H
P., tetapi delik ini merupakan delik yang sangat ringan sekali, seperti perkelahian anak--
anak di bawah umur yang mengakibatkan anak-anak tersebut mendapat lembam dan luka-
luka yang sangat enteng. Delik yang seperti ini di daerah ini masih berlaku hukum adat
untuk menyelamatkannya.

Delik yang selalu delik adat itu dapat berupa pelanggaran tentang peraturan perkawinan
seperti mengenai petaruh pertunangan (verlovingepand) wang antaran, penyelesaian ber-
kenaan dengan kawin lari bersama. Dapat pula berupa peraturan-peraturan khusus adat
yang lainnya, yang banyak seluk-beluk dan ragam macamnya.

Delik di samping delik adat, juga bersifat delik menurut K U HP. Delik-delik ini
kebanyakan delik-delik yang sekarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
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yang mana dahulu delik-delik itu juga diatur oleh hukum adat. Berhubung sekarang sudah
diatur oleh hukum Pidana .materil (K U HP ) maka delik-delik ini dicabut berlaku dalam
hukum adat. Delik-delik ini misalnya delik-delik terdapat: Nyawa seseorang (pembunuhan),
badan seseorang (penganiayaan), harta kekayaan seseorang, kehormatan seseorang (peng-
hinaan) dan lain-lainnya. Delik di samping delik adat, juga bersifat delik menurut KUH
Pidana ini, dahulu sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagaimana
cara berlakunya, sulit untuk diketahui dengan pasti sekarang ini. Hal ini disebabkan keadaan
tersebut sudah menjadi sejarah, dan tidak dapat dilihat lagi hukum adat itu dalam pergerak-
annya. Hukum Pidana adat ini sudah mati, dan tidak adalagi dalam kehidupan hukum adat
sekarang ini.

Walaupun hukum pidana adat ini sudah tidak hidup lagi, dan sekarang sudah diganti-
kan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dapat juga diketahui kesan-kesannya,
yang biasa disebut oleh warga persekutuan hukum adat dan para pemangku dan pejabat
atau penguasa adat itu sendiri. Mereka menyebutkan hukum pidana adat mereka yang
pernah berlaku di daerahnya dengan memakai kata soloka atau pepatah-petitih.

Adapun prinsip hukum pidana adat atau delik adat ditemui dalam “Pucuk Undang
Nan Delapan” dan Undang-undang Hukum Pucuk Undang Nan Delapan membagi delik-
delik adat atas delapan buah delik adat yang penting, yang harus diketahui oleh seluruh
rakyat. Delapan Delik adat ini dituangkan dalam istilah-istilah teknis hukum, dengan ke-
terangan-keterangan yang mencakup delik adat. Sedangkan yang berkenaan dengan Undang-
undang hukum menyebutkan pokok-pokok delik adat dengan sangsinya yang harus dibayar,
bila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang.

Pucuk Undang nan Delapan itu terdiri dari:

1. Dago-Dagi. Dago berarti delik melawan pemerintah. Dagi membuat fitnah dan kekacauan
suasana, sehingga tidak terdapat keterangan dan ketenteraman dalam negeri.

2. Sumbang Salam. Sumbang maksudnya yaitu suatu delik yang menurut pendapat umum
tidak senonoh atau tidak selayaknya perbuatan itu terjadi. Salah adalah suatu perbuatan
yang tidak betul yang dilakukan terhadap orang lain.

3. Semun Sakar. Semun merupakan perampokan yang diserati dengan pembunuhan. Sedang-
kan Sakar merupakan perampasan terhadap harta benda saja.

4. Upas Racun. Upas maksudnya membunuh orang dengan perantaraan makanan atau
minuman yang telah diberi racun yang sangat berbisa, sehingga orang yang diracuni mati
seketika itu juga dengan tidak dapat bertangguh lagi. Racun adalah suatu delik dengan
memberi orang racun yang tidak begitu kuat, sehingga orang tidak mati seketika, tetapi
dalam jangka lama orang tersebut menjadi menderita dan merana, sehingga menyebabkan
orang itu mati dan kadang tidak.

5. Sinar Bakar. Sinar berarti membakar dusun atau kampung. Bakar perbuatan membakar
satu atau beberapa rumah.

6. Tipu Tepak. Tipu:: adalah perbuatan yang merugikan orang dan dengan jalan berpura-
pura mengemukakan kebenaran, tetapi yang dimaksudkan adalah sebaliknya. Tepak
perbuatan merugikan orang lain dengan jalan membujuk atau merayu.

7. Maling Curi. Maling adalah- delik yang terjadi dengan cara mengambil harta orang yang
tempatnya terkunci tanpa setahu pemiliknya, atau mengambil harta orang lain tanpa se-
tahu pemiliknya pada malam hari. Curi adalah mengambil harta orang yang tidak ter-
kunci tanpa setahu pemilik pada siang hari.
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8. Tikam Bunuh. Tikam perbuatan melukai orang dengan senjata tajam atau runcing. Bunuh
perbuatan yang mengakibatkan orang mati baik dengan senjata tajam atau tidak.

Sesudah Pucuk Undang nan Delapan ini dalam hukum pidana adat, sangat dikenal pula
akan Undang-undang Hukum. Undang-undang Hukum ini menentukan dari delik adat beserta
dengan saksi-saksi (hukuman). Undang-undang Hukum ini secara efektif masih berlaku
sampai tahun 1925. Tetapi dalam hal-hal yang kecil-kecil dan sangat ringan sampai -sekarang
ini masih berlaku di dalam kampung-kampung dan dusun-dusun di daerah ini. Peradilan
adat dalam dusun yang disebut dengan Hakim Pedamaian Desa itu masih tetap mengadili
perkara pidana yang ringan itu, seperti luko berpampas, lembam bertepung tawar dan lain-
lain. Undang-undang yang takluk dengan hukum itu, yaitu:

L0 < dipampas.

AL s 5 s smmse s nomER s NP REE F PENEET C HREEEE § nE dibangun.
SAlAN - i s nnEe s s AR AR R ES .S RRES § REREE B R berhutang.
BRI o v 2 om0 s 4 oo o g 0w on 0 o > o mengganti.
sumbing. . ............. e ettt menitip.
BULARE: Foonqussanens s pwanaas sumsa s CumsEs s s Eand membayar.
piutang .. ...... .. s e e diterima
PINJam. . .. . e e e mengembalikan.
lembam. . ........ it i i i e ditepung tawar.
TRKEAY wosssnamas vapmss s omasn s o wmas s aamesiesmni dimuliakan.
JANJE. . e ditepati.

Demikianlah kiranya hukum pelanggaran (delik) atau hukum pidana adat pada garis
besarnya yang pernah ada sekarang sudah menjadi sejarah dan®yang masih berlaku di daerah
ini.
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BAB 1II

PERTANIAN

A. LUAS TANAH PERTANIAN DAN DISTRIBUSINYA

Daerah tingkat I Jambi luasnya + 53.244 Km? atau 5.324.400 Ha. membentang dari
0°45’ L.S. dan 101° — 104°55 B.T. Propinsi ini * 60% merupakan dataran rendah,
dan * 40% merupakan dataran tinggi. Daerah dataran rendah terdiri dari 45% dataran kering
dan 55% daerah rawa-rawa berada pada ketinggian * 12,5 m dari permukaan laut.

Luas tanah yang telah diusahakan untuk pertanian bahan makanan ada * 177.430 Ha.
atau * 1/30 dari luas propinsi seluruh' (5.324.000 Ha.) dengan angka sebagai berikut:
Padi sawah: 127.554 Ha., Padi Ladang: 24.106 Ha., Palawija; 11.709 Ha., Sayur Mayur:
2.611 Ha, dan buah-buahan: 11.450 Ha.

Dengan luas panen dan produksi sebagai berikut:

Eomor Tanaman Luas panen Produksi
1. Padi sawah 108.568 Ha. 317.798.000 kg.
2. Padi ladang 22.534 Ha. 30.534.000 kg.
3. Jagung 1.410 Ha. 1.880.000 kg.
4. Ketela Rambat 1.509 Ha. 9.921.000 kg.
5. Ketela Pohon 3.444 Ha. 33.927.000 kg.
6. | Kacang Hijau 335 Ha. 308.000 kg.
7. Kacang Hijau 98 Ha. 78.000 kg.
8. Kacang Kedele 475 Ha. 829.000 kg.
9. Sayur-Mayur 2.397 Ha. 11.432.000 kg.
10. | Buah-buahan 7.122 Ha. 15.550.000 kg.
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Per kapita per tahun membutuhkan + 300 kg. gabah kering sehingga berdasarkan
angka-angka tersebut di atas secara teoritis Propinsi Jambi surplus padi, walaupun sedikit.

Adapun daerah tingkat II/Kabupaten yang mengalami surplus adalah daerah tingkat II/
Kabupaten Tanjung Jabung, dan daerah tingkat II/Kabupaten Kerinci masing-masing
66.994.000 kg. gabah kering dan 12.841.000 kg. gabah kering. Yang minus adalah Kota-
madya Jambi sebanyak 44.386.000 kg. Kabupaten Bungo Tebo sebanyak 12.523.000 kg.,
Kabupaten Sarolangun Bangko 12.969.000 kg. dan Kabupaten Batang Hari 6.114.000 kg.

B. JENIS PANEN DAN TANAH

Dengan melihat keadaan di atas sudah tergambar tentang jenis-jenis panen dalam
Propinsi Jambi, adapun macam tanah adalah sebagai berikut:

Karena peternak di Jambi umumnya masih secara tradisional, bahkan seperti ternak
kerbau ada yang dilepas begitu saja, sehingga menjadi seperti binatang liar, bahkan ada
yang sampai menjadi binatang jalang.

C. PENGAIRAN

Pengairan bagi pertanian di Propinsi Jambi terdiri dari:
1. Pengairan teknis
2. Pengairan setengah teknis
3. Pengairan sederhana
4. Pengairan Pasang dan surut
5. Pengairan sistem Payo
6. Pengairan tadah hujan

Untuk daerah Kabupaten Tanjung dJabung, sestiai dengan geografinya di -pinggir
pantai, di sini pertanian menurut keadaan pasang surut.

Di Kabupaten Kerinci keadaan alamnya memang menguntungkan bagi para petani
tradisional, karena itu tidak heran kalau di daerah ini sering terjadi surplus hasil pertanian.

D. TEKNIS PENGAIRAN

Adapun.teknis pertanian, dimulai dengan pertimbangan musim kemarau dan musim
hujan. Karena keadaan musim ini sangat menentukan bagi berhasil atau gagalnya usaha
pertanian (padi).

Teknis pekerjaan pertanian padi sebagai berikut:
penyediaan bibit dan membuat anak padi (persemaian)
pada tempat yang telah disediakan lebih dahulu
membersihkan sawah/ladang, ada juga yang disertai dengan memuvajak/mencangkul.
menanam anak padi, dan kalau perlu menyulam
menyiang
mengatur air. sepanjang yang dapat diatyr
memupuk, pada umumnya petani belum menyadari pentingnya pupuk bagi pertanian
karena antara lain pertanian diusahakan setahun sekali

o ol e
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.

memberi obat seperlunya
9. menuai/mengetam.
10. menjemur padi untuk digiling

Inilah kira-kira teknis pekerjaan seorang petani, baik petani padi ataupun petani
jagung, ketela dan lain sebagainya, dengan di sana-sini ada pengurangan dan penambahan.

E. PERIKANAN

Sejalan dengan keadaan Propinsi Jambi yang banyak sungai-sungainya baik yang besar
maupun yang kecil, tanahnya * 33% adalah rawa-rawa/dataran rendah dan danau-danau,
yang kesemuanya itu merupakan tempat yang baik bagi perkembangan pertumbuhan
ikan secara dengan sendirinya, di samping itu laut pun menyediakan ikan yang cukup
banyak. Sungai Batang Hari panjang + 450 Km? lebar di muara + 500 m. Sungai Batang
Tembesi panjang £ 210 Km, lebar di muara 250 m. Sungai Batang Tebo panjang £ 100 Km.
lebar di muara * 100 m. Sungai Batang Bungo panjang * 95 Km, lebar di muara 75 m.
Di samping itu masih banyak lagi anak-anak sungai yang luas keseluruhannya * 74.171 Ha.
dan danau * 7.369 Ha. keseluruhannya + 81.540 Ha. Di samping itu kolam ada * 798 Ha.
dan 3.000 Ha. Produksi perikanan meliputi: Ikan: 14.210.000 kg, Udang: 112.100 kg,
Ikan Hias: 951.764 ekor, Benih ikan: 3150.000 ekor, dan Kulit Buaya: 350 lembar.

Produksi ikan dan udang yang terbanyak terdapat di kabupaten Tanjung Jabung yaitu
sebanyak 8.560.000 kg. ikan,102.300 kg. udang. Sedangkan ikan hias terdapat di Kabupaten
Batang Hari dan Kotamadya Jambi, masing-masing sebanyak 761.414 ekor dan 190.350
ekor. Alat-alat penangkap ikan antara lain: Trawe, Jala, Gill net, Pancing/Rawe, Bagan,
Tangkul, dan Jermal.

Alat-alat tradisional lainnya ialah lukah, tamban, saruo pengilar, menteban, gelugu.
Jenis-jenis ikan antara lain: tapa, belido, patin, juaro, kelemak, ikan setri, lambak, ringo,
ikan bajubang, ikan coli, sepat, tebakang, haruan, betok, keli/lembat/lele, teman, seluang,
ridik angus, ikan hiu, dan udang.

F. KEHUTANAN

Luas hutan seluruhnya 3.697.500 Ha. terdiri dari: Hutan lindung 383.275 Ha., Hutan
Suaka Alam 192.686 Ha., Hutan Produksi (Kayu Bulian) 27.330 Ha., dan Hutan Cadangan
3.114.209 Ha. Diperkirakan hutan yang rusak ada sebanyak 900.000 Ha. dan untuk ini
perlu direboisasi kembali. Hasil ikatan dari hutan, yang merupakan sumber kehidupan
rakyat juga, seperti rotan, damar, getah jelutung, getah jeruang, sarang burung dan lain
sebagainya.

Penggarapan hutan secara intensif akan mendatangkan pertambahan income percapita,
dan di samping itu harus pula diingat bahaya yang mungkin dapat timbul sebagai akibat
habisnya hutan. Sebagaimana sudah dapat dimaklumi, bahwa tanaman pertanian tidak
jarang terganggu oleh naiknya air.
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G. PERKEBUNAN

Luas perkebunan dalam Propinsi Jambi sebagai berikut: Karet + 295.810 Ha., Kelapa
64.599 Ha., Cassia Verra 39.185 Ha., Kopi 14.777 Ha., Cengkeh 2.664 Ha., Teh Rakyat
75 Ha., Kapuk 170 Ha., Tembakau rakyat 1.879 Ha., Tebu 815 Ha., Lada 26 Ha., Pala
78,5 Ha., Serai Wangi 81,5 Ha., Kemiri 43 Ha., dan Pinang 42 Ha. Jadi keseluruhan luas
perkebunan berjumlah 390.225 Ha. Luas perkebunan dalam Propinsi Jambi itu belum ter-
masuk kebun duku, durian, rambutan dan lain sebagainya.

H. PEMASARAN

Pemasaran hasil pertanian (pangan) umumnya dalam daerah sendiri, dan pada waktu-
waktu tertentu ada juga yang lari ke lain propinsi. Komunikasi merupakan faktor yang ikut
menentukan pemasaran terhadap hasil pangan, dan di Jambi sini masih berlaku kalau musim
hujan turun ke air bila musim panas naik ke darat, atau dengan kata lain, bila tiba musim
hujan jalan-jalan menjadi-rusak dan sulit dilalui, maka pengangkutan melalui air (sungai)
nampak betul peranannya.

Pemasaran terhadap ikan dan hasil hutan sebahagian lokal dan selebihnya ke luar daerah
(negeri). Begitu juga terhadap hasil perkebunan.
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BAB 1V

INDUSTRI

A. INDUSTRI RINGAN/INDUSTRI RUMAH TANGGA

Daerah Jambi juga mempunyai industri rumah tangga, terutama berupa anyam-anyaman.
Anyaman ini dipakai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti untuk menghiasi
ruangan dalam rumah, misalnya hiasan dinding, tikar tempat duduk yang berhiasan dan
berwarna-warni. Bentuk-bentuk anyaman ini, bercorak ragam, dan banyak didapati dalam
daerah Kabupaten Kerinci. Wanita-wanita di daerah ini banyak memiliki keahlian dalam
anyam menganyam. Terutama dapat kita lihat tikar berterawang yang penuh berhiaskan
motif-motif ukiran setempat, dengan penguasaan teknik sablon. Di samping ini ada juga
lapik tempat duduk, kampil tempat tembakau/tempat rokok, tempat sirih, jangki, tampah,
tudung penutup kepala untuk bekerja di sawah. Di samping ini tudung saji, keranjang dan
sebagainya. Bahan-bahannya dari bambu, rotan, pandan, mansiang dan lain-lain.

Tikar dibuat dari bermacam-macam bahan, tergantung kegunaannya, misalnya tikar
sembahyang terbuat dari daun pandan. Tikar tempat duduk bahannya bigan, dan pandan,
biasanya dibuat seluas ruangan rumah. Tikar semacam ini, sewaktu-waktu berfungsi juga
sebagai alas tempat tidur, dan untuk penjemur padi. Ada.juga dibuat dari bahan rumput
purun dan rumput sakuang.

Lapik, :iuga sejenis tikar yang bentuknya empat persegi panjang biasanya berukuran
40 x 50 cm, diberi lapisan anyaman sakuang hingga menjadi tebal. Lapik tersebut dipakai
sebagai tempat alas duduk dan sandaran di dinding, biasanya diberikan atau disilakan untuk
para tamu sebagai penghormatan. Barang-barang industri rumah tangga lainnya ialah huni
kecil ambung jangki guyeng kalimpang dan kambut.
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